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ABSTRAK
Efektifitas Kebijakan Coremap II dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton

Yulia Widiarti
Universitas Terbuka

uliawidiarti@vahoo.co.id

Kata Kunci: Coremap II, Kesejahteraan, Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton

Penelitian ini berjudul Efektifitas Kebijakan Coremap. Il 'dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Buton . Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui implementasi kebijakan Program Coremap.i!” Kabupaten Buton. dan
mengetahui sejauh mana efektifitas kebijakan ~Corernap I dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Buton.

Pemecahan masalah penelitian ini meénggunakan teori Difusi Inovasi. Metode
yang digunakan adalah metode survei. Populasinya adalah masyarakat pesisir yang
merupakan wilayah binaan Coremap~Sampel penelitian ditetapkan melalui tehnik
sampling proporsional, data hasil penelitian dianalisis melalui pendekatan tabel
frekuensi dan persentasi

Hasil penelitian menufjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Coremap 11
Kabupaten Buton telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan
tersebut diantaranya adalaii’ melalui sosialisasi program, pelatihan pada masyarakat
sasaran program, pemberitukan kelompok usaha produktif diikuti dengan pemberian
modal usaha, kampanye program melaui Radio lokal sehingga masyarakat sasaran
program Coremap\Il'dapat mengetahui secara pasti mengenai tujuan, fungsi serta
sasaran program,Coremap Il pada masyarakat pesisir sebagai sasaran program. Selain
itu penelitiat-ini juga menunjukkan bahwa implementasi program Coremap 11 adalah
efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, karena dengan adanya
program Coremap 11 masyarakat pesisir sebagai sasaran program Coremap 1l telah
memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi
kelautan terutama mengenai sumber daya terumbu karang. Selain itu masyarakat juga
telah mampu meningkatkan tingkat produktifitas dan pendapatannya schingga
masyarakat pesisir cenderung mulai meningkat Kkesejahteraannya. Dari Hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Coremap 11 Kabupaten Buton
telah terlaksana dengan baik dan cukup efektif dalam upaya Coremap dalam
mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai sasaran program Coremap. Sebagai
saran, perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnnya. Selain itu Coremap harus terus memberikan penguatan kepada
masyarakat sebagai sasaran programnya sampai betul-betul bias mandiri secara
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ekonomi, sehingga masyarakat bisa memiliki pendapatan yang memadai, sehingga
masyarakat mau berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan alam kelautan umumnya
dan pelestarian terumbu karang khususnya.
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ABSTRACT

The Effectiveness of COREMAP 11 Policy in Escalating the Welfare of
Coastal Community in the District of Buton

Yulia Widiarti
Universitas Terbuka (The Open University)
liawidiarti@yahoo.co.id
Key Words: Coremap II, Welfare, Coastal Community of Buton District

This research entitled “The Effectiveness of Coremap II~Policy in Escalating
the Welfare of Coastal Community in the District of Buton”. The objectives of the
research are to identify policy implementation of Coremap H, Programs in the District
of Buton, and to solicit the significance of policy implementation of Coremap Ii
programs in mounting the welfare of coastal community)in the district.

Some theories used in answering the research questions are those of Innovative
Diffusion theories. In addition, the methodsed ifr'the research is survey method. The
population of the research are those of coastal community within the program sites of
Coremap II of Buton District. Moreover, sample of the research were determined
through proportional sampling techmnigue, and the data analysis was done through
tabulation of frequency and percentage approaching system.

The result of the résedich reveals that the policy implementation of Coremap
11 in the District of Buton“has been put into practice through various activities,
including socialization of programs, training target audience, establishment of small
productive entreprencufship group in the community followed by the provision of
seed fund (capital), campaigns of program through media, including local radio in
order for the target‘audience to be acquainted with goals, functions and targets of the
designed Coremap II programs, particularly for coastal community as the primary
target audience of the Coremap II program. In addition, the research also shows that
the implenientation of Coremap II program is considered effective in leveraging the
welfare of coastal community, since the community already have adequate
knowledge and skill in the management of economic resources of coastal area,
particularly those related to coral reef resources. Moreover, the coastal community
have had the capacity to mount their productivity and income through which their
wellbeing is likely to get better.

Based on the result of the research, it is concluded that Coremap II policy has
been implemented successfully in the District of Buton, from which the policy is

considered effective in leveraging the welfare of coastal community, who are the
primary target group of the program. However, the government attention is still

vi
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considered necessary in maintaining the welfare of the community, particularly
coastal community. In addition, it is also suggested that Coremap II officials should
continually empower the coastal community as the primary target of the program in
order they have adequate capacity to be economically independent by having better
income. By doing so, the community are willing to actively participate in the
conservation efforts of coastal environment and resources, particularly related to the
conservation of coral reef.

vii
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BABI1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Permasalahan penelitian ini didekati dengan menggunakan beberapa kajian
teori dan konsep tentang kebijakan publik, efektifitas, dan implementasi Program
Coremap 11 di Kabupaten Buton. Pendekatan kajian teori dan konsep yang digunakan,
diharapkan dapat memecahkan permasalahan fenomena lingkungan alam kelautan
dan terumbu karang serta efektifitas implementasi Program Coremap II terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1. Konsep kebijakan publik

Lahirnya kebijakan publik karena didasari‘oleh adanya gejala sosial atau alam
yang cenderung akan terjadi sesuatu-yang dapat mengancam dan merugikan
kepentingan umum. Lahirnya sdatu kebijakan akan mendapatkan reaksi dari berbagai
pihak sesuai dengan konsep~diti orang yang memberikan penilaian terhadap suatu
kebijakan tertentu/ Terdapat banyak perbedaan pandangan diantara para ahli
mengenai pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy (dalam
Kismartiniy, 2005) diantaranya seperti pandangan ilmuwan politik Horald D.Lasswell
dan Abraham Kalan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan,
nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Pengertian yang dikemukakan oleh Lasswell tersebut dipertegas pula oleh
pandangan Carl J. Fredrick yang mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan
yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan
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terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku
atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masaalah tertentu. Rangkuman teori
dan konsep tersebut pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang subtansial
sebagaimana seperti halnya dikemukakan oleh Amara Raksatya yang mengartikan
kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu
tujuan.

Kebijakan publik pada prirsipnya memuat tiga.clemen penting adalah sebagai
berikut: (1) identifikasi dari tujuan yang ingindicapai, (2) taktik atau strategi dari
berbagai langkah untuk mencapai tujush yang diinginkan dan (3) penyediaan
berbagai input untuk memungkinkah-pelaksanaan secara nyata dari taktik atau
strategi. Untuk mempertegas”\pengertian kebijakan publik seperti yang telah
dikemukan di atas maka seorang pakar kebijakan publik Irfan Islamy memberikan
contoh keanekaragaman pengertian kata publik dalam rangkaian kata sebagai berikut:
(1) public opinion diterjemahkan dengan pendapat umum, kata publik mengandung
pengertian umum, (2) public library diterjemahkan perpustakan rakyat dan (3) public
health diterjemakan sebagai kesehatan masyarakat. Kata publik secara umum dapat
diartikan sebagai masyarakat atau rakyat.

Setelah memahami pengertian kebijakan atau pengertian publik maka akan
lebih muda memahami pengertian kebijakan publik. Thomas R Dye (1991)
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai “ whetever Goverments choose 1o

do or not to do” (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
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sesuatu). Lebih lanjut dia memberikan batasan tentang kebijakan publik dalam
pengertian bahwa kebijakan publik tidak saja apa-apa yang menjadi pilihan
pemerintah, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketetapan
dari pejabat tertinggi seperti presiden atau menteri sebagai pembantu presiden, akan
tetapi sikap diamnya dari pemerintah juga termasuk kebijakan publik, artinya tidak
memberikan tanggapan apa-apa terhadap sesuatu masalah yang terjadi didalam
masyarakat.

Sementara itu David Eastone (dalam Kismartini, 2005) meénekankan bahwa
kebijakan publik itu adalah kewenangan dari pemerintah, jadi hanya pemerintahlah
yang berhak mengeluarkan semacam peraturan dan perundangan untuk kemaslahatan
masyarakatnya. Hampir sama dengan Dy¢ bahia Eastone menjelaskan kebijakan
publik itu apapun yang dipilih pemérintah untuk diketjakan atau tidak dikerjakan.
Tujuan kebijakan publik terdebuf untuk menjawab atau merumuskan serta
memecahkan permasalabian-permasalahan publik yang muncul dari tuntutan
masyarakat dalam béntuk alokasi nilai yang sifatnya otoritas dari pemerintah untuk
diterapkan kepada-masyarakat.

Hogwood ‘dan Gunn (dalam Wahab, 1990:13) memberikan sepuluh definisi
tentang kebijaksanaan (1) policy as a label for a field of activity (Kebijaksanaan
sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu); (2) policy as an expression
of general purpose or desired state of affairs (kebijaksanaan sebagai suatu pernyataan
mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki; (3) policy as specific
proposals; (4) policy decision of governmeny; (5) policy as formal authorirization,

(6) policy as aprograme; (7) policy as output; (8) policy as outcome; (9) policy as

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41214.pdf
11

theory or model dan (10) policyas process. Dari sekian definisi yang dikemukakan
Solichin tersebut yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah pengertian atau
definisi mengenai kebijaksanaan sebagai keputusan pemerintah dan kebijaksanaan
sebagai program. Jika digunakan untuk memecahkan fenomena program Coramep 11
yang dirancang dalam satu bentuk program, maka pada umumnya yang dimaksudkan
adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-
batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi
pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-surtiber yang diperlukan.
Oieh karena itu jika berbicara mengenai program coramep II maka hal itu akan
mencakup tindakan pengesahan, penyediaan berbagai sumber-sumber penunjang
program (dana dan tenaga staf) untuk melaksanakan dan menyelesaikan program
tersebut.

Sebuah kebijakan publik tidak” bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus
diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi
kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan
kebijakan publik-guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi

diperlukatiuntuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

2. Konsep efektifitas

Purwanto (2006) menyebutkan ada empat faktor utama yang mempengaruhi
efektifitas yaitu struktur, strategi, teknologi dan lingkungan. Keempat faktor tersebut
saling mengkait dan mempengaruhi efektifitas organisasi. Menurut pendekatan

kontingensi komponen penentu organisasi adalah lingkungan. Keadaan lingkungan
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akan mempengaruhi para manajer dalam menyusun strategi organisasi. Strategi
organisasi menentukan pilihan desain struktur dan teknologi organisasi yang
dipilihnya. Disamping itu teknologi organisasi juga akan mempengaruhi pilihan
desain struktur dan kultur organisasi.

Menurut Gibson dkk (1985) efektifitas adalah penilaian yang kita buat
sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi
mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin lebih efektif kita menilai
mereka . Efektifitas diukur dari tiga tingkatan analisis organisasi yaitu:

(1) Efektifitas individu yang dipengaruhi oleh fakior-faktor kemampuan,
keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi daw' stress; (2) efektifitas kelompok
yang dipengaruhi oleh kepaduan, kepemimpivan, struktur, status, peranan
dan norma. (3) efektifitas pada level, organisasi yang dipengaruhi oleh
lingkungan, teknologi, pilihan stategis, striktur, proses dan budaya.
Ada tiga pendekatan untuk mengukurefektifitas suatu organisasi yaitu:

(1) Pendekatan pencapoian tujuan mengukur kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuan. Jika\ organisasi mampu mencapai tujuan maka organisasi
tersebut efektif, (2).-pendekatan sistem mengukur bagaimana organisasi
memperoleh input dan’ berproses, namun tanpa menaruh perhatian yang
cukup terhadap pencapaian tujuan dan (3) pendekatan konstituensi strategis
memandang jiko konstituens puas terhadap kinerja organasi maka organisasi
tersebut adalak efektif.

Jonés dalam Purwanto (2006) menyatakan perfektif berbeda dalam mengukur
efektifitas “yaitu pendekatan sumber eksternal, pendekatan sistem internal dan
pendekatan teknis
3. Konsep implementasi kebljakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan
keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya, karena sebaik apapun

rumusan kebijakan, akan tetapi tidak dapat diimplementasikan maka tidak ada artinya
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suatu kebijakan tersebut dirumuskan. Menurut Anderson dalam Sunggondo dan
Bambang (1994:8), implementasi adalah upaya mewujudkan pilihan dan keputusan
untuk menjadi kenyataan. Implementasi sering menunjuk keseluruhan proses tujuan
dan merujuk pada hasil suatu rencana yang nyata. Selanjutnya, Van Meter dan Van
Horn dalam Winamo (2006: 146) membatasi implementasi kebijakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa )yang dimaksud dengan
implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakikan oleh Van Meter dan Van
Horn adalah memberi pembedaan antara dpd’ ydang dimaksud dengan implementasi
kebijakan, pencapaian kebijakan dafi_apa yang secara umum menunjuk kepada
dampak kebijakan. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan
tanpa mempunyai dampak(_subsiansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan
dengan kebijakan. Saatui kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi
gagal memperoieh. dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik
atau kareha keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang
berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi
pencapaian hasil akhir secara positif.

Iimuwan politik yang tertarik mengkaji kebijakan publik semakin meningkat,
namun masih relatif sedikit yang diketahui orang mengenai proses implementasi
kebijakan. Keadaan ini akan berdampak negatif dalam dua hal. Pertama, hal ini

tentu saja merupakan kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami
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proses kebijakan. Kedua, kondisi ini akan lebih mendorong terjadinya
kesempatan/peluang yang memberi saran yang kurang baik pada para pembentuk
kebijakan.

Ada beberapa alasan mengapa studi mengenai implementasi kebijakan sering
diabaikan oleh ilmuwan politik. Pertama, pengabaian studi implementasi kebijakan
sebagian disebabkan oleh asumsi yang naif yang tersirat dalam banyak studi
kebijakan. Mereka mempunyai asumsi bahwa sekali kebijakan itu dibuat oleh
pemerintah, maka kebijakan itu akan diimplementasikan dan” hasil-hasil yang
diinginkan akan mendekati hasil-hasil yang diharapkanoleh para pembentuk
kebijakan. Proses implementasi dianggap Mmefupakan serangkaian keputusan-
keputusan dan interaksi-interaksi biasa yang tidak layak mendapatkan perhatian dari
para sarjana yang mencari substansi‘politik. Implementasi seakan-akan merupakan
hal yang sederhana dan nampak tidak mencakup isu-isu besar. Kedua, pada tahun
1960-an di Amerika Serikaf pertumbuhan Sistem Anggaran Belanja, Penyusunan
Program dan Perericanaan” merupakan teknik analitik utama di dalam mengkaji
kebijakan. Hal “ini-telah mendorong para analis kebijakan untuk mengabaikan
masalah-masalah implementasi kebijakan.  Sistem tersebut mengonsentrasikan
perhatian para pembuat keputusan pada pilihan-pilihan antara metode-metode yang
berbeda dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dipilih. Mereka
memusatkan perhatian terutama pada keputusan-keputusan dan sasaran-sasaran yang
dipilih. Mereka memusatkan perhatian terutama pada keputusan-keputusan yang
dibuat oleh para pembuat keputusan di Washington DC dengan mengesampingkan

eselon-eselon bawahan dari badan-badan yang bertanggungjawab bagi implementasi.
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Perhatian mereka dalam memperbaiki landasan bagi pembentuk kebijakan tidak
ditujukan kepada masalah-masalah dalam memberikan pelayanan kebijakan, tetapi
lebih menekankan sasaran program-program dan sarana-sarana alternatif dalam
mencapai sasaran itu. Keriga, beberapa kesulitan seringkali ditemui dalam usaha
mengkaji secara terinci proses implementasi kebijakan.

Masalah-masalah implementasi adalah sangat kompleks dan para sarjana
seringkali dihambat oleh pertimbangan-pertimbangan metodologi. Di samping itu,
untuk melengkapi studi implementasi membutuhkan banyak' vatiabel dan sangat sulit
untuk mengukurnya. Akhirnya, suatu analisis implementasi yang komprehensif
memerlukan perhatian yang besar terhadap banyak tindakan dalam kurun waktu yang
panjang. Hal ini akan berakibat pada Kebttuhan alokasi waktu yang lama dan
sumber-sumber yang besar untuk melakukanstudi implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Hor, mienyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik, yakni:
Pertama, kemungkifian‘implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada
tipe kebijakanyang dipertimbangkan. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong
realisasi atau non-realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan
yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil
bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya,
bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek
implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Empat faktor tambahan lain yang
tercakup dalam model proses implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh Van

Meter dan Van Horn adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan
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pelaksanaan, karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana; lingkungan ekonomi,
sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi implementasi; dan
kecenderungan (disposition) para pelaksana (implementors).

Edwards dalam Winarno (2008: 174) menyatakan implementasi kebijakan
adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam
mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan sebuah
pertanyaan, yakni: Prakondisi-parkondisi apa yang diperlukan’ sehingga suatu
implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang
mengakibatkan suatu implementasi gagal. Edwards berusaha menjawab dua
pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial
dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut
adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah
laku-tingkah laku dan strukturbirokrasi.

Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni
transmisi, konsistensi-dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards, persyaratan pertama
bagi implémentasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan
keputusan “harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selain masalah
komunikasi yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai
sumber-sumber penunjang lain.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan
konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak
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efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting
dalam melaksanakan memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan
tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna pelayanan-pelayanan publik.

Selain dua hal tersebut yang harus dicermati adalah masalah kecenderungan-
kecenderungan apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan. Menurut
Edwards, banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan yaitu kebijakan
yang bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantif para pelaksana
atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi ‘mercka. Ada kebijakan yang
dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan,
namun kebijakan-kebijakan lain mungkin ékarbertentangan secara langsung dengan
pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi
atau organisasi dari para pelaksana.

Para pejabat birokrasi-pemerintah merupakan pelaksana-pelaksana yang paling
umum dan penting .dalam mengetahui pengaruh tertentu pada kecenderungan-
kecenderungan atau perilaku-perilaku mereka, bila dibandingkan dengan para hakim
dan pelaksana Kebijakan swasta/non pemerintah. Badan-badan birokrasi pemerintah
mempunyai beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh badan-badan
swasta lainnya. Pertama, badan-badan birokrasi pemerintah lebih bersifat homogen.
Perilaku yang homogen ini berkembang karena model rekruitmen staf baru yang
berlangsung secara selektif. Kedua, aspek lain yang merupakan sifat badan
pemerintah adalah berkembangnya pandangan-pandangan parokial. Selain

rekruitmen personil-personil yang mempunyai kesamaan pikiran, aspek-aspek lain
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dari kehidupan organisasi membantu perkembangan pandangan-pandangan parokial
di kalangan birokrat.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak
sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka
memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Mereka tidak
hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-
organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi peadidikan dan kadangkala
suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008:°202), berdasarkan pengamatan yang
dilakukan terhadap birokrasi di Amerika S¢riKat/mengidentifikasi enam karakteristik
birokrasi, yakni : Pertama, birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrumen
sosial yang ditujukan untuk mefangani masalah-masalah yang didefenisikan sebagai
urusan publik.  Kedua, birokfasi merupakan institusi yang dominan dalam
pelaksanaan progran’ kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk
masing-masing tahap.” Ketiga, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
Keempat, fungsi’ birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu
dipertanyakan lagi. Keenam, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam
pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-
kekuatan yang berasal di luar dirinya. Otonomi yang mereka miliki membuat mereka
mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar guna meraih pembagian

yang dapat diukur dari pilihan-pilihan yang mereka ambil.
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4. Visi kesejahteraan masyarakat

Sebuah visi pada dasarnya berhubungan erat dengan cita-cita masyarakat, yaitu
tentang hal-hal yang akan dicapai di masa depan. Visi masyarakat terdiri atas
sejumlah tujuan dari sebuah cita-cita masyarakat yang ingin dicapai. Akan tetapi cita-
cita yang terdapat dalam sebuah visi tidak akan pernah benar-benar dapat
direalisasikan secara menyeluruh dan sempurna. Namun demikian, visi dapat terus
menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berjuang mewujudkan cita-cita mereka
dengan keyakinan penuh bahwa masa depan yang cerahwakan' dapat diraih. Merza
Gamal (dalam, http://mail.yahoo.com: 2006) melakukan-research dengan beberapa
anggota masyarakat sebagai responden yang: terdiri-dari pedagang tingkat UKM,
pegawai kantor, mahasiswa, wartawan, pendidik, pengusaha, ibu rumah tangga, supir,
satpam, dan ulama, diketahui bahwa Visi yang diinginkan oleh masyarakat sebagai
bagian dalam sebuah pembangunan ternyata satu dengan yang lain berbeda sesuai
dengan latar belakang mereka; namun masih tetap ada sebuah kesamaan dimensi
yang dimiliki oleh Sefhuanya, yakni tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam
kehidupan mereka secara pribadi maupun di dalam masyarakat.

Merza Gamal (dalam, http:/mail.yahoo.com: 2006) apabila di cari dalam
literatur ekonomi, ternyata terminologi kesejahteraan memiliki banyak pengertian.
Definisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi Kkapitalis-konvensional merupakan
konsep materialistis murni yang menafikan keterkaitan rohaniah. Akan tetapi,

sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa
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kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai
ketersinggungan dengan aspek rohaniah.

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohaniaan,
tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakikat
tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan
konsep kesejahteraan dalam kedua visi tersebut tidak hanya mencakup soal
kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan
persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan
individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan
kehidupan keluarga dan masyarskat.

Konsep kesejahteraan menurut (lalir/batin Merza Gamal (dalam,
http://mail.yahoo.com: 2006) dapat/dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-
unsur berikut telah terpenuhi{ yditu” kebutuhan dasar bagi semua masyarakat
terpenuhi, tingkat perbedadn.sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, full employment
(tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan
dan kekayaan, Stabilitas ekonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat,
tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat
diperbaharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan
kehidupan tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni
telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap
tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia

lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-
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janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta
pertikaian menyangkut SARA (aturan atau ketentuan adat yang ada dimasyarakat
yang telah berjalan secara turun temurun). Dengan memperhatikan hal-hal di atas,
maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-
variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik,
demografi, dan sejarah,

Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi,
tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral
individu dan sosial sangat lemab, terjadi disintegrasi keluaiga; ketegangan sosial dan
ekonomi masyarakat meningkat, serta pemerintali daerah tidak dapat berperan sesuai
dengan porsi dan sebagaimana mestinya. /Sesungguhnya aspek materi dan ruhaniah
bagi kesejahteraan tidak independent satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat
berhubungan erat.

Tingkat keharmonisan-keluarga yang tinggi akan meningkatkan produktivitas
individu dalam pepibarigunan ekonomi dan dunia usaha, sedangkan keharmonisan
kehidupan sosial| akan membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi
pemerintshan daerah yang lebih efektif serta meningkatkan pembangunan di segala
bidang. Usituk mencapai konsep kesejahteraan tersebut, setiap orang baik sebagai
anggota masyarakat atau dunia usaha, maupun sebagai bagian dari organisasi
pemerintahan diharuskan mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi
kemaslahatan sosial di lingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hidup
bermasyarakat, atau di dalam bidang pemerintahan. Selama maksimalisasi kekayaan

dan konsumsi adalah satu-satunya tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya.
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Pemenuhan kepentingan pribadi adalah sebaik-baik kebijaksanaan, namun sebagai
konsekuensinya sistem kekeluargaan akan hancur, kualitas generasi mendatang akan
menurun, atau bahkan akan berakibat fatal pada kinerja dunia usaha dan
pemerintahan itu sendiri. Sebuah kenyataan membuktikan bahwa kemajuan hidup
secara materi tidak menjamin tingginya tingkat kebahagiaan dan keharmonisan sosial.
Berdasarkan penelitian Richard Easterlin (Merza Gamal (http:/mail.yahoo.com:
2006) yang dilakukan dalam 30 survey di 19 negara maju dan berkembang,
disimpulkan bahwa negara-negara kaya tidak lantas lebih bahagia dari negara-negara
miskin. Dengan demikian, ada hal lain, selain materi,) yang dibutuhkan untuk
menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan sefta ménghilangkan ketegangan dan
anomie dalam mencapai suatu kesejahteraari.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan.sosial telah lama dikenal Undang-Undang
RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial,
misalnya merumuskan keséjahteraan sosial sebagai:

» Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual

yang diliputi, ole}{ rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan

batin, yang. memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-

baiknya_bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-

hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila”.

Menurut Suharto (2005), kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform
sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Kesejahteraan sosial memiliki

beberapa makna yang relative berbeda, meskipun substansinya tetap sama.

Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu ;
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1. Kondisi kehidupan dan keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan jasmaniah, rohania dan sosial.

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga
kesejahteraan  sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktifitas, yakni suatu kegiatan kegiatan atau usaha yang terorganisir
untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera,
yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bertuk kebutuhan hidup, khususnya yang
bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan

kesehatan.
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B. Kerangka Berpikir

Bagan Kerangka Pikir Penelitian

KERUSAKAN TERUMBU KARANG

X
KEBIJAKAN COREMAP

A

PENDEKATAN TEORI KESEJAHTERAAN
DIFUSI INOVASI MASYARAKAT

Permasalahan penelitian ini @@kan.dibahas dengan menggunakan pendekatan
teori Difusi Inovasi. Difusi adalah proses dimana inovasi tersebar ke dalam sustu
sistem sosial. Dalam proSés peniyebaran inovasi diperlukan saluran komunikasi untuk
menyebarkan ide-idel ddn” gagasan baru untuk suatu perubahan sosial pada suatu
sistem sosial ‘dan masyarakat. Proses difusi adalah suatu proses keputusan untuk
menerima diin menolak suatu gagasan atau ide-ide tentang pembangunan.

Model pendekatan teori difusi inovasi banyak digunakan sebagai pendekatan
perubahan sosial dan dalam kajian komunikasi pembangunan terutama digunakan
pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Teori difusi inovasi seperti yang
dikemukakan oleh Everett M. Rogers dalam (Effendi 2000:283) yang menulis buku

tentang “Diffusion of Innovations and Communications T echnology, The New Media
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in Society” mengemukakan mengenai pengertian difusi, unsusr-unsur difusi, ciri-ciri
inovasi langkah-langkah dalam proses inovai keputusan inovasi dan sebagainya.

Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi
dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para
anggota suatu sistem sosial (the process by which an innovation is communicated
through certain channels overtime among the members of a social system). Difusi
adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-
pesan/ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Komunikasi didefinisikan sebagai proses di
mana para peiakunya menciptakan informasi dan salingpertukaran informasi tersebut
untuk mencapai pengertian bersama. Di dalant jisivpesan itu terdapat ide baru
(newness) yang memberikan kepada difusi/ciri khusus yang menyangkut
ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian-adalah suatu derajat dimana sejumlah
alternatif dirasakannya berkaitdn dengan suatu peristiwa beserta kemungkinan-
kemungkinan pada alternatif-tersebut. Derajat ketidakpastian oleh seseorang dapat
dikurangi dengan jaldn memperoleh informasi.

Menurut.Rogers yang termasuk dalam unsur-unsur utama dari difusi adalah:
(1) inovasi, (2) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu (dalam jangka waktu
tertentu dan (3) diantara para suatu anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu
ide, karya, gagasan, atau obyek yang dianggap baru oleh seseorang. Selanjutnya
Rogers mengemukakan ciri-ciri dari inovasi yang dirasakan oleh suatu anggota sistem
sosial menetukan tingkatan adopsi. Lima ciri inovasi menurut Rogers adalah sebagai

berikut: (1) relative advantage atau keuntungan relatuif, (2) Compatibility atau
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kesesuaian, (3) Complexity atau kerumitan, (4) trialability atau kemungkinan dicoba
dan (5) observability atau kemungkinan diamati.

Relative advantage adalah suatu derajat dimana inovasi dirasakan lebih baik
dari pada ide dan gagasan-gagasan lain yang menggantikannya. Derajat keuntungan
relatif tersebut dapat diukur secara ekonomis, tetapi faktor prestasi sosial,
kenyamanan dan kepuasan juga adalah merupakan unsur penting. Compatibility
adalah suatu derajad dimana inovasi dirasakan ajeg atau konsisten dengan nilai-nilai
yang berlaku, pengalaman dan kebutuhan mereka yang melakukan adaopsi.
Complexity adalah suatu derajad dengan mana inovasi) dirasakan sukar untuk
dimengerti dan dipergunakan. Triclability adalah’muta derajat dengan mana inovasi
dieksperimentasikan oleh orang lain. Observability adalah suatu derajad dengan mana
inovasi dapat disaksikan oleh orang lain,

Mengenai saluran komuriikasi sebagai sarana untuk menyebarkan inovasi,
Rogers menyatakan bahwa(media massa lebih efektif untuk menciptakan pengetahuan
tentang inovasi, sedafigkan saluran antar pribadi lebih efektif dalam pembentukan dan
percobaan sikapterhadap ide-ide baru dalam mempengaruhi keputusan untuk
melakukait, adopsi atau menolak ide baru. Aspek lain dalam kegiatan difusi adalah
apa yang dalam komunikasi dikenal sebagai heterofilli dan homofili.

Mengenai waktu sebagai salah satu unsur utama dari difusi ide baru itu meliputi
tiga hal, yakni sebagai berikut: (1) innovations decision process (proses inovasi
keputusan), (2) innovativeness (keinovatifan) dan (3) innovation’s rate of adoption
(tingkat inovasi dari adopsi). ) Innovations decision process adalah proses mental

dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi
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ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke keputusan menerima atau menolak
pelaksanaan ide baru, dan ke peneguhan keputusan itu. Mengenai innovations
decision process adalah proses mental di mana seseorang berlalu dari pengetahuan
pertama mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke
keputusan menerima atau menolak pelaksanaan ide baru, dan peneguhan keputusan
itu.

Terdapat lima langkah yang dikonseptualisasikan dalam proses ini, yakni: (1)
knowledge, (2) persuation, (3) decision, (4) implementation dan (5) confirmation.
Proses inovasi keputusan ini seseorang mencari informasi)dalam beberapa langkeh
untuk mengurangi ketidakpastian mengenai inOvasi’ Pada langkah pengetahuan
seseorang menerima informasi yang mel¢kat pada inovasi teknologis; dia ingin
mengetahi inovasi apa itu dan bagaimana.kerjanya. Tetapi pada langkah persuasi dan
keputusan, seseorang mencari inforifasi tentang penilaian inovasi untuk mengurangi
ketidakpastian mengenai Konsekuensi yang diharapkan dari inovasi itu. Langkah
keputusan membawanyd, kepenerimaan (adopsi), keputusan untuk memanfaatkan
inovasi itu sepefiuhnya; atau kepenolakan, keputusan untuk menolak inovasi itu.

Innovativertess adalah derajat dimana seseorang relatif lebih dini dalam
mengadopsi ide-ide baru ketimbang anggota-anggota lain dalam suatu sistem sosial.
Pengadopsi tersebut dikategorikan sebagai berikut: (1) innovators, (2) early adopter,
(3) early majority, (4) late majority dan (5) laggard. Rate of adoption adalah
kecepatan relatif dimana suatu inovasi diadopsi oleh anggota-anggota suatu system

sosial. Rate of adoption atau tingkat adopsi biasanya diukur dengan waktu yang
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diperlukan untuk persentase tertentu dari para anggota sistem untuk mengadopsi
suatu inovasi.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah
darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih
dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin;
sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-
proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun
yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan
pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keldutan/“dan Perikanan Nomor:
KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umuim -Perencanaan Pengelolaan Pesisir
Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem
darat dan laut yang saling berinteraksi,dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai
untuk propinsi dan sepertiga.dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk
kabupaten/kota dan ke'(arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Yang juga
dikuatkan dengan | adannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Dan adanya PERDA Kabupaten Buton
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan
gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di
wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata,
pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar

terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang
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lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola
secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di
wilayah pesisir.

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian
terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut.
Dewasa ini, pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan
peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara
pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun (depiikian, hal ini tidak
menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih
aplikatif (applicable) dan adaptif (acceptable). Salah'satu bentuk pengelolaan yang
cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimpiementasiannya
adalah pengelolaan berbasis masyarakat (community based management).

Komunitas/masyarakat mémiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun
kebiasaan yang berbeda dari satu témpat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam hal-hal
terscbut menyebabkan'{ terdapatnya perbedaan pula dalam praktek-praktek
pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan lingkungan perlu
memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek
maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga
kondisi fisik dan alamiah dari lingkungan pesisir dan laut, proses pengelolaannya
diharapkan dapat menjadi lebih padu, lancar dan efektif serta diterima oleh
masyarakat setempat.

Pernahkah kita berpikir bahwa kitalah orang yang sangat tergantung pada

kondisi alam di sekitar kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kita sangat
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membutuhkan air yang notabene sangat tergantung pada keadaan hutan di sekitar
kita ? Lalu bagaimana keadaan hutan di sekitar, pernahkah kita berpikir bahwa hutan
tersebut adalah milik kita, sehingga harus kita kelola agar terjaga kelestariannya ?
Pernahkah kita dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan lingkungan di
sekitar kita.

Proses pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih
memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat
disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola: Pandangan ini
tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesiadengan cara memperhatikan
kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-tnsur /fisik masing-masing wilayah
yang mungkin memiliki perbedaan disampingkesamaan. Dengan demikian, strategi
pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi
setempat. Perlu diperhatikan adalali nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh
suatu masyarakat yang (merupakan kearifin masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam dari lirigkungan.

Segenap.gambaran wacana tersebut di atas secara umum memberikan cermin
bagaimang, sebuah pengelolaan yang melibatkan unsur masyarakat cukup penting
untuk dikaji dan diujicobakan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ini lebih
dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) atau community based
management (CBM).

Menurut Carter (1996) [Community-Based Resource Management (CBRM)]
didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada

manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya
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dan lingkungan secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan
organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan
bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung
jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya dan lingkungan yang
dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan
aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi
kesejahteraannya.

Definisi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) berdasarkan Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (Coremap-Lipi, 1997) adalah sistem
pengelolaan sumber daya (terumbu karang) terpadu yang perumusan dan
perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up approach)
berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan Nikijuluw (2002) mendefinisikan PBM sebagai suatu proses
pemberian wewenang, tariggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengelola sumberdayaiiya (dalam bukunya Nikijuluw lebih menitikberatkan pada
pengelolaan pefikanan) sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan
keinginanj, tujuan serta aspirasinya. Lebih lanjut Nikijuluw (2002) mengemukakan
bahwa PBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat
sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan
berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat
(PBM/CBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di

suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam
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proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Pengelolaan di
sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan
hasil-hasilnya.

Lebih lanjut Carter (1996) mengemukakan bahwa konsep pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat memiliki
beberapa aspek positif yaitu; (1) mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal
bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan efisiensi secara
ekonomis maupun teknis; (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi cosial dan
lingkungan lokal; (6) mampu menumbubkar stabilitas dan komitmen; serta (7)
masyarakat lokal termotivasi untuk méngelola secara berkelanjutan. Perkembangan
konsep pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) mengalami perubahan dengan
dikembangkannya satu komsep, yang disebut “Co-Management”. Dalam konsep “Co-
Management” ini pengelolaan lingkungan pesisir dan laut tidak hanya melibatkan
unsur masyarakat. lokal saja tapi juga melibatkan unsur pemerintah. Hal tersebut
dilakukan'untuk mengurangi adanya tumpang tindih kepentingan pemanfaatan di
wilayah pesisir dan lautan.

Perlu ditegaskan bahwa dalam konsep Co-Management, masyarakat lokal
merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,
sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang masih
murni oleh masyarakat (CBM) menjadi embrio dari penerapan konsep Co-

Management tersebut. Bahkan secara lebih tegas Gawell (1984) dalam White et al
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(1994) menyatakan bahwa tidak ada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
yang berhasil (dalam studi Gawell adalah ekosistem terumbu karang) tanpa
melibatkan masyarakat lokal sebagai pengguna (the users) dari sumberdaya alam dan
lingkungan tersebut.

Selanjutnya Pomeroy and Williams (1994) menyatakan bahwa penerapan Co-
Management akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik lokasi, maka
Co-management hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk
menyelesaikan seluruh permasalahan dari pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan. Tetapi lebih dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai uatuk
situasi dan lokasi tertentu. Penerapan Co-mgandgement yang baik dan sukses
memerlukan waktu, biaya dan upaya bertahun<ahun. Pomeroy dan Williams (1994)
mengémukakan sembilan kunci kesukSesan dari model Co-Management, vaitu (i)
batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi, (ii) kejelasan keanggotaan, (iii) keterikatan
dalam kelompok, (iv) manfaat harus lebih besar dari biaya, (v) pengelolaan yang
sederhana, (vi) legalisasi(dari pengelolaan, (vii) kerjasama dan kepemimpinan dalam
masyarakat, (viii)-desentralisasi dan pendelegasian wewenang, serta (ix) koordinasi

antara pemetintah dengan masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41214.pdf
34

C. Definisi Operasional

Usaha untuk mengefektifkan implementasi kebijakan Coremap di Kabupaten
Buton adalah dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan sosialisasi
program kepada seluruh sasaran program yakni masyarakat pesisir dengan cara
memberikan pelatihan, diskusi kelompok dan melibatkan masyarakat dalam
melakukan sosialisasi kebijakannya. Dengan melibatkan atau memberdayakan
masyarakat lokal sosialisasi kebijakan Coremap dapat mencapai_sasaran programnya
yakni dapat mengubah pola pikir masyarakat dari tidek\memahami arti penting
kelestarian terumbu karang menjadi mengetahui danimemahami arti penting menjaga
kelestarian terumbu karang. Dengan melakikan pola tersebut pihak Coremap
diharapkan tidak akan mengalami hambatan yang cukup berarti dalam
mengimplementasikan programnys-. Efektifitas kebijakan Coremap di Kabupaten
Buton ditunjang pula oleh ‘adanya” pengetahuan masyarakat tentang pentingnya
pelestarian terumbu kafang-setelah adanya proses sosialisasi program Coremap.
Selain itu diikuti pula oleh adanya pemberian bantuan modal usaha kepada warga
masyarakat_sasaran program Coremap sehingga masyarakat dapat memanfaatkan
potensi wilayah pesisir secara ekonomis.

Coremap tahap II dilaksanakan melalui tiga komponen, yaitu: (1) penguatan
Kelembagaan, (2) berbasis pada masyarakat & pengelolaan bersama dan (3)
kepedulian masyarakat, pendidikan dan mitra bahari. Untuk itu tujuan dijelaskan

kedalam tiap komponen yang ada.
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Tujuan komponen penguatan kelembagaan adalah meningkatkan daya tanggap
lembaga pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat pantai, untuk mendukung
Pengelolaan Bersama Cagar Laut dan Kawasan Laut Terlindung lain. Tujuan
Komponen Pengelolaan Bersama dan Berbasis Masyarakat adalah memberdayakan
semua masyarakat pantai dan lembaga di seluruh Kabupaten Program secara
berkesinambungan mengelola bersama terumbu karang dan ekosistemnya untuk
meningkatkan pendapatan, yang akan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tujuan Komponen Kepedulian Masyarakat, Pendidikan dan Mitra Bahari
adalah meningkatkan kepeduiian masyarakat akan manfaat konservasi ekosistem
terumbu karang dan pemanfaatan yang berkeladjutan’”yang menuju ke perubahan
sikap. Disamping itu juga pada komponeh ‘ini/dapat menanggulangi kekurangan
pengetahuan di Indonesia mengenai’ manfaat pengelolaan terumbu karang yang
berkelanjutan dan selanjutnya piendikung terwujudnya perubahan sikap. Penjelasan
ruang lingkup dipisahkan Kedalam tiap komponen, karena masing-masing komponen
memiliki spesifikasifuatig lingkup yang berbeda.

Ruang lingkup Komponen Penguatan Kelembagaan adalah menyediakan
Tenaga Ahli, ,”Human Resources Development dan masukan hukum untuk
mendukung perubahan paradigma dari pengelolaan terpusat kepada daerah untuk
terumbu karang dan ekosistemnya yang disahkan oleh UU Nasional UU Pasal 32/04
dan pasal 33/04. Hal ini memperkuat co-management (Pengelolaan Bersama)
terumbu karang dan ekosistemnya yang didesentralisasi.

Ruang lingkup komponen pengelolaan bersama dan berbasis pada masyarakat

adalah memberdayakan masyarakat pantai kabupaten Buton terutama dalam kawasan
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Coremap untuk mengelola secara intensif dan beraneka ragam ekosistem terumbu
karang dengan biaya yang efektif dan dengan cara yang berkelanjutan. Khususnya,
orang muda dan mampu dalam masyarakat, sebagai fasilitator dan dalam pemerintah
akan diberdayakan menggerakkan perubahan sikap masyarakat.

Ruang lingkup komponen Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan Kemitraan di
Laut adalah upaya pemberdayaan anak-anak dan kaum muda melalui pendidikan dan
program beasiswa yang akan membantu menghapus sikap merusak terumbu karang,
memberdayakan stakholder melalui penyuluhan, memberdayakan pemerintah daerah
dan masyarakat melalui bantuan teknis dan kampanye) kepedulian. Komponen
Penguatan Kelembagaan mempunyai output sebagai berikut:

(1) Koordinasi program, M&E dan’ training: a) Dukungan untuk National
Coordination Unit (NCU), b) dukungan untuk pengawasan nasional, evaluasi,
dan umpan balik kegiatan progtam, c) dukungan untuk koordinasi training dan
workshop dan training tingkat naSional selama tiga tahun pertama tahap 11
dan d) training untuk{ meningkatkan kapasitas pengelolaan PMU dan
koordinast antara NCU.dan PMU. (2) Riset dan pengawasan terumbu Rarang
CRITC: a) Dukungan-CRITC nasional, b) pengawasan presentase penutupan
terumbu karang i tingkat kabupaten sampai desa, c) pengawasan perikanan
kabupaten, ) \.data sosial-ekonomi  dikumpulkan,  dianalisis  dan
disebarluaska¥i, /¢) dukungan untuk riset daerah, f) pinjaman modal usaha
dan g) «dukungan pendidikan terumbu karang. (3) Hukum, kebijakan dan
bantuan- Strategi: a) Dukungan untuk mensyahkan strukiur program,
b) bantuon teknis bagi NCU untuk bantuan kebijakan nasional, c) bantuan
teknis penyusunan dan pelaksanaan peraturan (perdes), bantuan teknis bagi
masyarakat dalam pembentukan daerah perlindungan laut (DPL), d)
peningkatan dan penyebar luasan strategi pengelolaan terumbu karang
nasional yang dikembangkan melalui tahap I, e) pengembangan dan penyebar
luasan strategi pengelolaan terumbu karang regional dan strategi pengelolaan
terumbu karang yang berkelanjutan dan f) dukungan untuk kebijakan
perdagangan ikan hidup terumbu karang, strategi dan program yang
diusulkan .
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Komponen Pengelolaan Bersama dan Berbasis Masyarakat mempunyai output
sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat: a) training pengelolaan perikanan terumbu
karang yang berkelanjutan, b) lembaga pengelolaan terumbu karang tingkat
desa, ¢) wisata studi masyarakat dan saling tukar kunjungan, d) fasilitas desa
dan bantuan teknis, (5) pembentukan pusat informasi terumbu karang desa
dengan pembuatan pondok infornasi tingkat desa dan e) jaringan komunikasi
seperti radio CB (Kabupaten Buton dipusatkan di Kecamatan Batauga)
2. Pengelolaan terumbu karang berbasis komunitas: a) penelusuran dan
pemetaan sumber daya desa secara partisipatif, b) persiapan rencana
pengelolaan terumbu karang desa yang didukung secara ilmiah dan rencana
antar desa yang disyahkan dengan perdes, c) pembentykan kawasan lindung
desa guna mendukung rencana pengelolaan terumbu karang kabupaten yang
berkelanjutan, d) inventarisasi nelayan, kendaraan, perdlatan dan fasilitas
kerja dan pengembangan manajemen perikanan, ; contoh penyitaan peralatan
penangkapan ikan yang merusak di desal yang dipilih, g) pengawasan
masyarakat yang terus berlangsung atas derumbu karang dan ekosistemnya,
h) pengawasan bersama dan penegakan‘hukum dan i) memperkuat dan
memperluas kawasan pengelolaaii “yarig berbasis pada masyarakat.
3. Pengembangan masyarakat: a) “membina dan mengoperasikan sistem
pengelolaan keuangan desa wituk, mengelola dana masyarakat, b) bantuan
teknis bagi pembentukan cabang di desa yang berpartisipasi, c) fasilitas kredit
simpan pinjam bagi setiayt desa peserta untuk biaya hidup dan kegiatan mata
pencaharian, d) bantuanteknis untuk meninjau ulang, merubah dan
melaksanakan kegiatan-mencari nafkah yang diusulkan, e) dana khusus untuk
perbaikan desa, J) penyédiaan kesempatan penghasilan di tempat selain desa
program dan g) déna khusus di kabupaten untuk mendukung usaha kecil dan
menengah. 4, Perigelolaan kawasan konservasi laut kabupaten: a) mendukung
pembentukan’dan pembinaan badan pemberdayaon masyarakat pesisir di
kabupaten,\b) membantu PMU daerah untuk mendukung co-management
(perigelolaan bersama), c) mengembangkan rencana strategis sumber daya laut
kabuparen dan membentuk jaringan daerah perlindungan laut dan d) membina
manajemen berkelanjutan perdagangan spesies terumbu karang yang hidup
dan bersertifikat. 5. Dukungan bagi taman laut: a) Memperkuat kapasitas
PHKA mendukung co-management (pengelolaon bersama) kawasan
perlindungan laut, b) studi banding antara pengelola taman laut dan
¢) memperkuat taman lawt nasional dan co-management (pengelolaan
bersama) KSDA, termasuk, training, dukungan rehnologi,  dukungan
penegakan hukum bersama dan rencana pengelolaan taman nasional/KSDA
ditinjau ulang, direvisi, dan disosialisasikan menggunakan teknis partisipatif.

Komponen Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan Mitra Bahari mempunyai
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output sebagai berikut:

1. Kampanye penyadaran masyarakal: a) dukungan reproduksi dan
menyebar luaskan material program yang berhasil (tahap satu, donor, LSM)
level provinsi program, kabupaten dan desa, b) menciptakan, menghasilkan
dan menyebar luaskan material baru mendukung co-managenient
(pengelolaan bersama) dan manfaat perikanan karang di provinsi, kabupaten
dan desa program, c) membina dan menggerakkan kepedulian di provinsi,
kabupaten dan desa juga program penyuluhan dan d) mendukung jurnalis
independen dan media. 2. Program Pendidikan: a) mengembangkan dan
menghasilkan materi pendidikan terumbu karang untuk dimasukkan dalam
kurikulum pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
b) training guru dan c) pendidikan terumbu karang untuk anak anak dan kaum
muda. 3. Program Mitra Bahari: a) membina dan. mendukung Kantor
Nasional Kemitraan di Laut, b) mengerahkan kelompok pemyuluh ahli,
¢) kalangan akademis didukung dan ditempatkan—di kabupaten untuk
mendukung kegiatan program, d) pencmpatan, sarjana maupun pemberian
beasiswa untuk mendukung kegiatan program, e) pembentukan “think ranks”
untuk iiset tanggapan di lima universitas/pusaiiset dan f) ekspansi program
latihan lapangan mendukung kegiatanprogram berbasis desa. 4. Komunikasi
Pendukung Program: a) 1ahap II proiékol komunikasi (visi, logo, branding,
dan kop surat, b) pelatihan media,_ untuk representasi program utama,
¢) sistem komunikasi internal, d)) lembar informasi dan selebaran dan e)
Humas untuk menghasilken_pemahaman yang jelas dan lugas lentang

program tahap II kepada pesérta.
Parameter yang akan dignakan- dalam evaluasi proyek Coremap tahap II di tujuh
kabupaten adalah: (1), penutupan karang hidup dalam program tingkat kecamatan
bertambah 5%, per \tahun sampai tingkat perbandingan yang dicapai dan dipelihara
pada kardng karang yang dikelola dengan baik (pristine area) (2) total pendapatan
(begitu jugd jumlah orangnya) yang diperoleh dari aktivitas pengganti untuk menjaga
sustainabilitas karang pada program tingkat kecamatan bertambah 10% pada akhir
program (2009); dan sedikitnya 70% dari masyarakat nelayan di kabupaten program
merasakan dampak positif Coremap, terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial

ekonominya (World Bank, Project Appraisal Document, 2004 Appendix 3:39)
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BAB II1
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode
penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan yang terjadi pada
obyek penelitian. Dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan pengujian
hipotesis. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk membuat gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, ‘sifaf-sifat serta bagaimana
efektifitas pola kebijakan coremap 11 dalam menihgkatkan kesejahteraan masyarakat
pesisir di Kabupaten Buton.

Untuk tujuan tersebut maka akam)dilakukan pengumpulan data lapangan,
analisis data dan interpretasi tenténg data tersebut agar diperoleh gambaran yang jelas
tentang efektifitas kebijakan )coremap 1I dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir di’kabupaten Buton. Analisis data yang digunakan adalah analisis
tabel frekuensi dafi-persentase. Jenis penelitian ini adalah survey yaitu penyelidikan
yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari
keterangan-keterangan secara faktual. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang
béfsamaan terhadap sejumlah individu berdasarkan jumlah sampel yang telah
ditetapkan. Penelitian survey mengambil sampel dari suatu populasi dan
menggunakan angket sebagai pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan

Effendi, 1989:3).
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan dan memahami
pola kebijakan Coremap II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di
Kabupaten Buton. Selain itu penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan
secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singatimbun dan Effendi, 1989:4).
Sehubungan dengan pendapat Singarimbun tersebut dipertegas pula oleh Nawawi
(1998:63) mengemukakan bahwa metode deskripsi diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan subyek atau obyek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan
lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakte-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya.

B. Lokasi Penilitian

Penilitian ini dilakukan pada tiga Kecarmatan dari 13 kecamatan wilayah binaan
Coremap 11 di Kabupaten Buton, Pemilihan ketiga lokasi ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa ketiga kecamatan tersebut dianggap dapat mewakili dari sekian
kecamatan wilayah, Coremap 11 Kabupaten Buton. Pengambilan ketiga lokasi ini
didasari pula oleh, pertimbangan bahwa dari keseluruhan wilayah binaan Coremap
terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Jadi untuk representatifnya pemilihan
lokasi penelitian, maka dipilih berdasarkan perbedaan lokasi wilayah yaitu wilayah
daratan dan kepulaun. Adapun wilayah tersebut adalah Kecamatan Wabula mewakili
wilayah daratan yang terdiri dari Desa Wasuemba dan Desa Wabula. Sedangkan dua
wilayah kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Kadatua yang terdiri dari Desa Kaofe

dan Desa Wa Onu dan Kecamatan Mawasangka terdiri dari Desa Wakambangura
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dan Desa Gumanano. Ketiga wilayah kecamatan tersebut adalah memiliki
karakteristik yang berbeda, sehingga diharapkan dapat mewakili keseluruhan
wilayah binaan Coremap 11 di Kabupaten Buton. Untuk memperjelas lokasi penelitian

ini maka ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini

Tabel 3.1 Sebaran lokasi penelitian berdasarkan wilayah kecamatan dan desa

No | Kecamatan Wabula | Kecamatan Kadatua | Kecamatan
Mawasangka

1 | Desa Wasuemba Desa Kaofe Desa Wakambangura

2 Desa Wabula Desa Wa Onu Desa 'Gumanano

C. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah diambil berdasarkan sampel wilayah yang telah
ditetapkan yaitu seluruh masyarakat bingan Coremap II yang mendapatkan bantuan
Seed Fun dan Block Grand di tiga‘kecamatan dan enam desa yang telah ditetapkan
pada sampel wilayah perielitian yaitu 228 orang. Terlalu besarnya populasi penelitian
ini maka peneliti menenfukan 50% responden pada setiap desa, sehingga responden
penelitian ini-berjumlah 114 responden dan dianggap telah mewakili keseluruhan

wilayah binaan Coremap 11 Kabupaten Buton.

D. Sampel Penelitian

Tehnik penarikan sampel dalam penelitian adalah menggunakan teknik

probality sampling, yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja.
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Tabel 3.2 Penyebaran sampel penerima dana Seed Fun pada setiap desa

No Desa Populasi Sampel

1 Wasuemba 47 23

2 Wabula 62 31

3 Kaofe 25 13

4 Waonu 26 13

5 Wakambangura 32 16

6 Gumanano 36 18
Jumlah 6 228 114

Sumber: CBM Coremap !1 Buton, des 2008 (Sampel Witayah Kecamatan)
Seielah sampel diketahui yaitu 114 respondert, maka pengambilan sampel

adalah menggunakan teknik random samplifhg! Penarikan sampel secara random
dilakukan dengan mengundi populasi yang berdasarkan kerangka sampling
berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan sampai mencukupi kebutuhan sampel

yang telah ditetapkan.

E. Instrumen Penelitian

Data yang.yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Pata primer diperoleh dari responden dengan menggunakan instrumen
kuisioner (Qlestinaire) dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman
wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur
yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan
menggunakan insrtumen pedoman reveiew dokumen (dokumen reveiew), yaitu
berupa arsip, laporan, peraturan-perturan, petunjuk teknis yang berhubungan dengan

Pogram Coremap 11 Kabupaten Buton.
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F. Teknik Pengolahan Data

Analisa data yang akan dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama
yang dilakukan adalah seleksi data primer dan data sekunder. Data sekunder
dikelompokan, diolah lalu dideskripsikan dengan menggunakan tampilan berupa tabel
frekuensi sedangkan data primer mula-mula diklasifikasikan, dikategorisasi,
diferifikasi, dan diinterpertasi sesuai dengan kebutuhan data kemudian dilakukan
table frekuendi dan persentase. Proses ini dilakukan secara bertahap berdasarkan
informasi dari responden, informan dan hasil observasi lapangan sehingga dapat
diperoleh data-data yang akurat dan mempertinggi tingkat keabsahan data-data yang
diperoleh di lapangan penelitian. Proses ini dilakukan ketika -masih berada
dilapangan dan sesudah proses pengumpulan” data. Dengan analisis selama
pengumpulan data di lapangan diyngkapkan data apa yang masih perlu dicari,
pertanyaan apa yang harus dijawab, dan metode apa yang harus dipakai untuk
mencari informasi baru (Violeong, 1995). Tujuan pengolahan data dilakukan secara
kualitatif melalui pendekatan deskriptif ialah mendeskripsikan variabel berdasarkan

kerangka pikir yarig telah dibuat sebelumnnya dengan bantuan tabel frekuensi.
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SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evektifitas kebijakan Coremap II di
Kabupaten Buton dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat
disimpulkan bahwa kebijakan Coremap II di Kabupaten Buton telah terlaksana dan
berjalan dengan baik.

Gambaran Evektifitas kebijakan Coremap II di Kabupaten Buton adalah telah
terlaksana dan berjalan dengan baik adalah keberhasilan pelaksanaan implementasi
Program Coremap 11 di Kabupaten Buton dilakukan ‘meialui sosialisasi kebijakan
program Coremap, membangun kerja sama dengan masyarakat lokal, adanya
dukungan masyarakat, adanya program pendidikan dan pelatihan pada masyarakat,
lokakarya, memperkuat modal usaha(preduktif masyarakat dan keaktifan fasilitator
coremap dalam memfasilitasi Berbagai kegiatan masyarakat lokal sebagai sasaran
program Coremap.

Implementasi/kebijakan Coremap 1 Kabupaten Buton untuk menjaga
kelestarian sumber.daya terumbu karang adalah cukup efektif karena ditunjang oleh
adanya strategi” Coremap dalam proses menjalankan programnya. Efektifitas
pelaksanaan kegiatan Coremap karena ditunjang oleh adanya dukungan pemerintah
dan masyarakat binaan Coremap. Strategi yang dilakukan Coremap sehingga
pelaksanaan kegiatannya cukup efektif adalah dilakukan dengan cara : (a) sosialisasi
program keseluruh masyarakat binaannya (b) memberikan pembelajaran dan berbagai
jenis pelatihan keterampilan kepada masyarakat binaanya (c) melakukan berbagai

diskusi kelompok dengan masyarakat (d) melibatkan masyarakat dalam sosialisasi
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program dan memberikan dukungan fasilitas dan memberikan bantuan dana melalui
Seet Fun dan Block Grand, sehingga masyarakat mendukung kegiatan-kegiatan
Coremap.
B. Saran

Dalam pelaksanaan program Coremap walaupun secara keseluruhan dianggap
berhasil dalam pelaksanaannnya dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir namun tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, olehnya itu saya
sebagai peneliti menyarankan hal yang perlu diperhatikan” pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah peran) serta pemerintah dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/suatu kegiatan yang akan di
terapkan di daerahnnya.

Keberhasilan program Coreniap-sangat ditentukan oleh pengawasan yang
terarah pada pelaksanaan semuyd kegiatannya dilapangan. Karena tampa pengawasan
yang insentif ~masyarakat-akan acu tak acu dengan segala yang telah mereka
terima.Disamping it ,dalam pelaksanaan setiap program, penyadaran masyarakat
sangat memegang-peranan penting karena sebaik apapun pelaksaan program itu
tampa ada\kesadaran masyarakat dalam proses pelaksanaannya program terserbut
tidak akan tercapai sesuai tujuannnya.

Peran SETO, CF dan MD (fasilitator lapangan) sangat memegang peranan
penting karena mereka merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang terjun
langsung ke lapangan. Kurang intensifnnya mereka ke lokasi program berpengaruh

pada informasi dan pelaksanaan program yang tidak efektif.
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Lampiran 1
DAFTAR USULAN KEGIATAN BLOCK GRAND TAHUN 2007
DAFTAR KEGIATAN BLOCK GRAND
NO | KECAMATAN DESA KEGIATAN DANA KET
Pembangunan Pra Sarana Fisik Desa
Terapung (Pembuatan Bak R 0 50.000.000
. Pembangunan Pra Sarana Fisik Desa
! Mawesanga [T | pembuatan Talut Panta) 50.000.000
Gumanano ‘Pemwatm Talut Tahap | 50.000.000
Wakambangura !Pembuatan Talut Tahap | 50000000
Lasahmu Pembuatan Drainase 50:000.000
2 asdimu Pembangunan Balai Pert Desadan
. em emuan Desa
Umalaoge |pehailtasi DPL 0.000.000
Pembuatan Bak Penampungan Air dan
Wacuala Permt Tapal Batas OPL 50.000.000
3 [Betuhtas Tolando Jaya Pembuatan Tambatan Desa 50.000.000
Batu Atas Barat [Pembuatan Tambatar Desa 59.000.000
Wakinamboro  |Pembudtan Jalan Nelayan 50.000.000
4 |Siompu Kaimbulawa Pemibuatan Jalan 50.000.000
Tongali Pembangunan Pasar kan 50.000.000
Kokoe [Pembangunan Perumahan Guru 50.000.000
Talaga @ P Jalan Usaha Tani 50.000.000
5 |7aiga Raya aga B¢sar, ~ |Pembangunan . ani 000
Talagall Pembangunan Polindes 50.000.000
Talaga| Pemecah Ombak 50.000.000
6 [Siontapina Kaimbulawa Pembuatan Jalan Lingkungan 50.000.000
Pembuatan Pelindung Pantai dan Pemecah
Wasuemba Gelombang 50.000.000
7 [Wabula Kohalimombono Perr.:bangunan. Sanggar Budaya/ Kabaria dan 50,000,000
Fasilitasnya
Wabula Rehabilitasi Galampa/ Sanggar Seni 50.000.000
Kapoa Pembangunan MCK 50.000.000
Uwemaasi Rehabilitasi Balai Desa 50.000.000
8 Waom Pembangunan Gedung Posyandu 50.000.000
Kaoke |Rehab Pelindung Perahu/ Pemecah Ombak 50.000.000
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DAFTAR USULAN KEGIATAN BLOCK GRAND TAHUN 2008
NO KECAMATAN DESA KEGIATAN DANA KET
4 Gumanano Pembuatan Talud Pantai 50.000.000
Wakambangura |Pembuatan Talud lanjutan 50.000.000
. Pembangunan Balai Pertemuan Desa dan
2 |Lasalimu Selatan Umalaoge Rehabilitasi DPL 100.000.000
; Pembuatan Bak Penampungan Air dan

3 |BatuAtas W Pembuatan Tapal Batas DPL 50.000.000
Batu Atas Timur |Pembangunan jalan Desa 100.000.000
4 |Siompu |Biwinapada Rehab DPL,Peralatan pondok,Pemb Bak air 50.000.000]
5 [Talaga Raya Kokoe |Bakai Pertemuan 50.000.000
6 |Siontapina Kumbewaha  |Pembuatan Talud lanjutan 50.000.000
7 {Wabula Wasampela Pembuatan Jalan Setapak,Pefinduig Pantzs 100.000.000
Kapoa Pembangunan Bina Kel Balita 50.000.000
8 |Kadetua Uwemaasi Pembangunan Posyandu 50.000.000
Kaofe Pembangunan Posyandu 50.000.000
Lasori Pembutan Jalari Pemukiman Nelayan 100.000.000
9 JMauasanyta Timur Inulu Pembuatan jalan lingkungan (rabat Baton) 100.000.000]
Bungi Penthugtan Jalan Air Bersih 50.000.000
La Korua ‘Tempat pélelangan ikan 50.000.000
10 |Mawasangka Tengah |[Watuwumbe bata, |pembuatan jalan usaha tani 50.000.000)
Gundu-gundu pembuatan jalan air bersih 50.000.000
Tira Rehab balai pertemuan dan Pembuatan talud 100.000.000]
1 fsamy Bahan Pembangunan gedung TK 50.000.000
Gerak Makmur  |Rehap DPL dan Gedung serbaguna 50.000.000

. pembangunan Gedung serbaguna dan tanda
majapahit batas DPL 50.000.000
12 [Batauga Lampanait ';;‘L" Beton, Rehap Pofindes dan Tanda batas | 44 509 009

Pembangunan jalan lingkungan, tanda batas
Bola DPL dan Rehab Pustu 100.000.000
La lole perbaikan jalan desa 50.000.000
13 |siompu Barak |Mbanua Pembangunan Balai desa 50.000.000
{Molona Tempat penjualan ikan 50.000.000
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Lampiran 2
Penyaluran dana Seed fun dan AIG di 14 kecamatan wilayah Coremap:
Daftar Penesima Seed Fund
No Kecamatan Desa Penerimaan (Rp.) Total
2007 2008 Tambahan 2009
1 [Siompu Barat Lalole 25.000.000 25.000.000 50.000.000
2 Mbanua 25.000.000 25.000.000 50.000.000
3 Molona 50.000.000 50.000.000
4 [Sompu Tonga 25.000.000 25.000.000 50.000.000
5 Wakinamboro §0.000.000! - 50.000.000
6 Biwinapada 50.000.000 50,000,000
7 Keimbulawa 25.000.000 25.000.000 50,000.000
8 [Wabia Wabua 50,000,000 50.000.000
9 Wasampela 25.000.000 25.000.000 50.000.000
10 Wasuemba §0.000.000 50.000.000
1 Koholimombono 25.000.000 25.000.000 50.000.000
12 [Kadatua Uwemasi 50.000.000) 50.000.000
13 Kaoke 25,000,000 25.000.000 50.000,000
i Waonu 25.000.000 75.000.000 50.000.000
15 Kapoa 25.000.000 25000.000 50.000.000
76 [Batauga Bola 50,000,000 50.000.000
17 Lampanair 50,000,000 50.000.000
18 Majapatit 25,000,000 25.000.000 50.000.000
19 [Mawasangka Terapung 50.000.000] 50.000.000
2 Wakambangura 25.000:000 25.000.000 50.000.000
2 Kancebungi 50.000/000 50.000.000
/) Gumanano 26/000.000 25.000.000 50.000.000
75 |Mawasangka Tmur  [Lason 25.000.000 25.000.000 50.000.000
2% Iy 25.000.000 25.000.000 50.000.000
% Bung §0.000.000 50.000.000
% |Wawasangka Tengeh  |Lakona 50.000.000) 50.000.000
7 Watorumbe 8zt 25,000.000 25.000.000 50.000.000
i) (G- Gund 25.000.000 25.000.000 50.000.000
20 [Talaga Raya Keltrahen Taiaga | 25,000,000 25.000.000 0,000,000
| Taloga Besar 50.000.000 50.000.000
3 Taiaga i 25.000.000 25.000.000 50.000.000
2 Kokoe 50,000.000 50.000.000
3 [Lasalimu Selaian Lasalimu 25.000.000 25.000.000 50,000,000
3 Umalaoge 50.000.000 50.000.000
% [Siontapina Kumbewaha 25.000.000 25.000.000 50.000.000
*» Sampuabalo §0.000.000 50.000.000
3 [Sampoiawa Gerak Makmur 25,000,000 25.000.000 50.000.000
» Bahar 50.000.000 50.000.000
» Tira 25.000.000 25.000.000 50.000.000
Tffmas Batuatas Tmur 50.000.000 50,000.000
# Batuatas Baral 25.000.000 25,000,000 50.000.000
Q Wacuala 25.000.000 25.000.000 £0.000.000
4 Tolando Jaya 50,000,000 50.000.000
r [Total 1.550.000.000 600.000.000 2.160.000.000
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Matriks Rekapitulasi Alternative Income Generating (AIG) Coremap-II Kab.
Buton
No. | Judul Usulan | Lokasi Biaya Lembaga | Penanggun
Kegiatan Kecamatan | Diajukan | Pengusul g Jawab
1. | Pengembangan Batuatas 60.000.000,- | Kelompok | Gunawan
Usaha Pengelolaan Mitra
Perikanan Tangkap Bahari
2. | Pengembangan Sampolawa | 30.000.000,- | Kelompok | Laode Hajia
Usaha Pengolahan Pengumpul
Perikanan Tangkap
3. | Pengembangan Lasalimu 50.000.000,- | Kelompok | H.Radin
Usaha Pengolahan Pengumpul
Perikanan Tangkap
4. | Pengembangan Siontapina | 40.000.000,-"| Kelompok | M.
Usaha Pengolahan Pengumpul | Hasanatun
Perikanan Tangkap
5. | Pengembangan Wabula 30.000.000,- | Kelompok | Anwar Tiha
Usaha Pengolahan Pengumpul
Perikanan Tangkap
6. | Pengembangan Siompu 40.000.000,- | Kelompok | Yono
Usaha Pengolahan Pengumpul | Maryono
Perikanan Tangkap
7. | Usaha Pemanfaatan’| Talaga 30.000.000,- { Kelompok | Yusuf
Ikan Karang\ Désa | Raya Pengumpul
Talaga Besar
8. | Usaha Pemanfaatan | Talaga 37.500.000,- | Kelompok | Darwis
Tkan Karang { Raya Nelayan Laudara
Kelurahan Talaga I
9. | Usaha Kadatua 30.400.000,- { Kelompok | Mulir
Pemberdayaan Papalele
Papalele dalam
Meningkatkan
Nilai Jual dan
Pendapatan
Nelayan di Desa
Kapoa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




14/41214.pdf

126

10. | Bantuan Base | Mawasangk | 30.000.000,- Kelompok | Baharuddin
Camp a Penampung | Gani
Penampungan lkan
Teri

11. | Pengembangan Siontapina | 60.000.000,- | Kelompok | Waode
Usaha  Produktif Pengumpul | Ziana
Pengumpul Tuna
Desa Sampuabalo

12. | Pengembangan Mawasangk | 30.000.000,- | Kelompok | La Abudu
Usaha Pengumpul | a Tengah Pengumpul
Rumput Laut

13. | Pengembangan Batauga 30.000.000,- | Kelompok |LaUga
Usaha Pengumpul Péngumpul
Rumput Laut

14. | Pengembangan Batauga 35.000.000,=, | Koperasi La Nusia
Usaha Sebagai Serba
Pengumpul Usaha Bina
Rumput Laut Rano

Ekpress

15. | Pengembangan Mawasangk | 58.000.000,- | Kelompok | La Samuni
Usaha Pengumpul | a Tithur Pengumpul
Rumput Laut

16. | Pengembangan Siompu 40.000.000,- | Kelompok | Masrin
Usaha Pengumpui j-Barat Pengumpul | Mas’ud
Rumput Laut

17. | Pengembangan Mawasangk | 30.000.000,- | Kelompok |Laldo
Usaha~Pengumpul | a Pengumpul
Rumput Laut

18. | Pengembangan Talaga 30.000.000,- | Kelompok | Abidin
Usaha Pengumpul | Raya Pengumpul
Rumput Laut

19. | Pengembangan Talaga 30.000.000,- | Kelompok |H. Abdul
Usaha Pengumpul | Raya Pengumpul | Muin
Rumput Laut

20. | Usaha Penjualan | Mawasangk | 41.585.000,- | Koperasi Basri, SE.
Bahan Bahan | a Timur Lamena
Bakar Minyak
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(BBM)
21. | Pengembangan Lasalimu 60.000.000,- | CV. Umega | Mustaim
Usaha Bahan Bakar Arju
Minyak (BBM)
21. | Pengembangan Wabula 100.000.000, | LAPPERA | Anwar Tiha
Usaha  Produktif -
Masyarakat
Kecamatan Wabula
Total dana yang diajukan (Rp) 922.485.000, | (Sembilan ratus dua puluh
- dua juta empat ratus
delapan puluh lima ribu
rupiah)
892.485.000, |'(Delapan ratus sembilan

puluh dua juta empat ratus
delapan puluh lima ribu
rupiah)

Prepared by : CBMA PMC Coremap-11 Butoii
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Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan saudara untuk menjawab

seluruh pertanyaan yang disediakan

Berilah jawaban Ya atau Tidak pada alternative jawaban yang telah

disediakan

Karakteristik Responden
Nama

Umur

Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan

Pertanyaan untuk Menjawab Implementasi K¢bijakan Coremap

No

Item Pertanyaan

Ya

Tidak

Menurut tanggapanBapak/Ibu/Sdr/(i) tentang
Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program
Coremap:

1. Coremap, mensosialisasikan kebijakan programnya ke
seluruh masyarakat

2. Coremap mengajak bekerja sama dengan masyarakat dalam
sostalisasi programnya

3. Coremap tidak membedakan masyarakat dalam proses
sosialisasi programnya

4. Coremap mensosialisasikan terlebih dahulu pelaksanaan
program yang akan dilakukannya

Coremap tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat dalam
sosialisasi kebijakan programnya
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2 | Menurut tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) apakah Program
Coremap pernah melakukan hal-hal berikut ini:

1. Penyusunan PRA

2. Penyusunan RPSTK

3. Pembutan DPL

4. Penyusunan Perdes

5. Pelatihan Selam Dasar dan SAR

6. Pelatihan Pemantauan terumbu Karang dan ikan
7. Pelatihan BME & Ekologi

8. Pelatihan pegelolaan perikanan berkelanjutan

9. Pelatihan daerah pweriindungan laut

10. Pelatihan tekhnis dan manajemen usalia perikanan
11. Pelatihan pengembangan usaha perikarian

12. Pelatihan infestigasi penangkapan ikan tidak ramah
lingkungan

13. Lokakarya strategi peniyadaran masyarakat

13. Pelatihan wanita-n€layan

3 | Menurut tafiggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang
Implemenitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program
Coremap

1) Merespon positif pelaksanaan Kebijakan Coremap

2. Pelaksanaan kebijakan Coremap bekerja sama dengan
masyarakat

3. Tkut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan
Coremap

4, Berperan dalam pengawasan terumbu karang

4 | Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Coremap
1. Merespon positif pelaksanaan Kebijakan Coremap
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2. Pelaksanaan kebijakan Coremap bekerja sama dengan
masyarakat

3. Ikut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan
Coremap

4. Berperan dalam pengawasan terumbu karang

5 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Kebijakan
Coremap yang berhubungan dengan Pembedayaan
Masyarakat ‘

1. Coremap aktif dalam memfasilitasi kegiatan

masyarakat

2. Memberdayakan masyarakat pesisir

3. Menanamkan kesadaran masyarakat pesisir. untuk
berpartisipasi dalan pelestarian terumbu karang

4. Usaha meningkatkan pengetahuan dan Keterampilan
nelayan dalam mengelola potensi wilayan pesisir

5. Kampanye penyelelamatan tefumbu” karang dari
kerusakannya

6 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Imiplementasi Program
Coremap yang berhubungan derigan” Kampanye K esadaran

Lingkungan
1. Melaut dengan menggunakan bahan kimia beracun
perbuatan melanggar hukum
2 Mengambil batu’dan pasir laut secara berlebihan
melanggar hukam
1. Menebarig hutan bakau adalah suatu pelanggaran
hukum
25 Membuang sampah di laut merupakan pelanggaran
hokum
7 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi
Pelaksanaan
Program Coremap yang berhubungan dengan Administrasi dan
Organisasi

1. Mulai tahu mengelola administrasi keuangan

Mulai tahu membentuk kelompok usaha
Mulai faham adanya dinamika kelompok
Mulai tahu membuat dan mengusulkan proposal

anggaran

pall ol
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Pertanyaan untuk Menjawab Efektifitas Implementasi

Kebijakan Coremap

8 | Tanggapan Bapak/Ibw/Sdr/(i) tentang Efektifitas Coremap

yang

berhubungan dengan Sosialisasi dan Pelatihan

1. Sosialisasi program Coremap dapat mengetahui secara
pasti tujuan dan fungsi Coremap

2. Pelatihan program Coremap dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir

3. Diskusi kelompok dengan Coremap dapat memberikan
pemahaman bahwa terumbu karang harus dilestarikan
oleh masyarakat pesisir sendiri

9 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas
Kebijakan Coremap dalam Meningkatkan Keterampilan
Administrasi dan Keuangan

1. Efektif sebagai pembelajaran’ rifengelola administarasi
keuangan

2. Efektif sebagai ajang Tatihan membentuk kelompok

usaha
3. Efektif dalam memahami dinamika kelompok dalam

usaha bersama
4. Efektif untuk ajanig latihan membuat dan mengusulkan

proposal anggaran

10 | Tanggapan Bapak/Tbu/Sdr/(i) tentang Efektifitas Coremap
yang berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat
1\ Mensejahterakan masyarakat

7. Memperkuat modal usaha masyarakat
3 Meningkatkan produksi berkelanjutan

11 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas

Kebijakan Coremap dengan SikapMasyarakat pada
Lingkungan Pesisir

1. Mulai sadar mengenai pentingnya pelestarian terumbu
karang

2. Mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan bahan
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kimia beracun dalam kegiatan melaut
3. Mulai mau berpartisipasi dalam melestarikan terumbu
karang

12 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas Kebijakan
Coremap dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
1. Masyarakat Pesisir karena adanya Coremap

2. Puas dengan kegiatan yang dilakukan Coremap

13 | Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas
Pelaksanaan Program Coremap yang berhubungan
dengan Pendapatan Masyarakat

1. Meningkatakan produksi nelayan

Menguntungkan masyarakat pesisir
Pendapatan masyarakat biasa-biasa saja
Membuat pendapat masyarakat tidak menetu
Hanya merugikan masyarakat

nbhwn

Tanggapan Responden Mengénai ~Pengaruh setalah adanya Pelaksanaan

Kebijakan Coremap Di Kabupaten Buton

No Itemi Pertanyaan SMIMIKM|TM
1 | Menurut Bpk/ibu Sdr (i) hasil tangkapan

ikan nelayan sételah”adanya pelaksanaan

Kebijakan Coremap

2 | Menurut Bpk/ibu Sdr (i) hasil tangkapan ikan

setelah

menerapkan proses penangkapan ikan

yang ramah lingkungan dan memelihara terumbu
karang
3 | Menurut Bpk/ibu Sdr (i) hasil tangkapan

ikan setelah menerapkan proses penangkapan
ikan yang ramah lingkungan dan memelihara

terumbu karang
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Menurut Bpk/ibu Sdr (i) pengetahuan
pengelolaan wilayah pesisir setelah adanya

program Coremap

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) modal usaha
masyarakat pesisir setelah adanya program

Coremap

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) pengetahuan pengelolaan
wilayah pesisir setelah adanya program Coremap

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat pemenuhan
kebutuhan sandang-pangan masyarakat setelah
adanya program Coremap

Tanggapan Responden tentang tingkat pemenuhan
kebutuhan sandang-pangan masyarakat ~setelah
adanya program Coremap

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat “pémenuhan
kebutuhan sandang-pangan masyardkat~ setelah
adanya program Coremap

10

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) bagaimana
Perbaikan perumahan penduduk setelah adanya

program Coremap.

11

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) bagaimana
Perbaikan perumahian penduduk setelah adanya

program Corémap

12

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat perbaikan
pendidikan masyarakat pesisir setelah adanya

program Coremap

13

Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat perbaikan
pendidikan masyarakat pesisir setelah adanya

program Coremap
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14 | Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat Kerja Sama
masyarakat pesisir setelah adanya program

Coremap

15 | Menurut Bpk/ibu Sdr (i) keikutsertaan

masyarakat pesisir setelah adanya program

Coremap
Ket:
SM = Sangat Meningkat
M= Meningkat

KM= Kurang meningkat
TM = Tidak Meningkat
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Pertanyaan / wawancara kepada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengelolah

Program Coremap Il setempat.

1. Bagaimana penerimaan masyarakat bapak terhadap masuknnya program
Coremap II ini?

2. Apakah menurut penilaian bapak dengan adannya Coremap ini terjadi
peningkatan pendapatan masyarakat setempat?

3.  Apakah terjadi perubahan perilaku masyarakat setelah adanya program ini?

4. Masalah atau kendala apa yang dihadapi dalam pelaksandan program ini?

5. Apakah program Coremap II ini perlu di terskan atau tidak? Alasannya
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